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ABSTRAK

Dunia menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan akibat pemanasan global, perubahan iklim, dan
pandemi Covid-19. Negara-negara ASEAN, meskipun sebagian besar merupakan negara agraris dengan lahan
pertanian yang luas, tetap mengalami penurunan produksi pangan dan dampak krisis ekonomi global. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder
melalui studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan situs web terkait. Kerangka analisis
yang digunakan mengacu pada teori kerja sama internasional dan ketahanan pangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ASEAN telah menginisiasi berbagai kebijakan dan kerja sama untuk meningkatkan
ketahanan pangan regional. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih
ada negara anggota yang mengalami kerawanan pangan serta tantangan signifikan dalam mengatasi kelaparan.
Meskipun ada inisiatif ketahanan pangan di tingkat regional, kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di
lapangan masih menjadi kendala utama dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh
negara anggota ASEAN.
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ABSTRACT

The world faced significant challenges in food security due to global warming, climate change, and the Covid-
19 pandemic. ASEAN countries, despite being largely agrarian with vast agricultural land, still experienced a
decline in food production and the impact of the global economic crisis. This study aimed to analyze ASEAN
cooperation in strengthening regional food security. The research used a qualitative descriptive method with
secondary data collection through literature studies from books, scientific journals, articles, official reports,
and relevant websites. The analytical framework referred to the theories of international cooperation and food
security. The findings indicated that ASEAN had initiated various policies and collaborations to enhance



regional food security. However, the implementation of these policies was not entirely effective, as some
member countries still faced food insecurity and significant challenges in addressing hunger. Despite the
regional food security initiatives, the gap between policy and actual implementation remained a major obstacle
to achieving sustainable food security for all ASEAN member states.

Keywords: cooperation, ASEAN, encouragement, food security, regional.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin mendesak akibat pemanasan global,
perubahan iklim, pandemi Covid-19, serta krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan
pasokan pangan. Konsep ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana setiap individu
memiliki akses stabil terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk mendukung
kesejahteraan mereka (FAO, 2008). Krisis pangan yang pernah terjadi pada 1970-an menjadi
latar belakang munculnya konsep ini. Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara ASEAN
menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan akibat berbagai faktor
eksternal dan internal yang menghambat produksi serta distribusi pangan.

Negara-negara ASEAN mengalami penurunan produksi pangan rata-rata 5% hingga 10%
dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan (AFSIS,
2022). Kondisi ini diperparah oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga pangan sebesar
3% hingga 5% pada tahun 2022 (Zhou & Chen, 2023). Pandemi Covid-19 juga memperburuk
situasi dengan menghambat distribusi pangan, menyebabkan 48,8 juta orang kesulitan
mengakses bahan pangan pokok (FAO, 2022). Ketidakmampuan beberapa negara ASEAN
dalam mengatasi tantangan ini berdampak pada meningkatnya tingkat kerawanan pangan di
kawasan, terutama di negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja yang mengalami
kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi (Harrington, dkk., 2022).

Ironisnya, sebagian besar negara ASEAN merupakan negara agraris yang memiliki lahan
pertanian luas dan menjadi penyumbang pangan global, seperti Indonesia, Malaysia,
Thailand, Vietnam, dan Filipina (Kominfo, 2023). Namun, adanya kesenjangan dalam tingkat
ketahanan pangan antarnegara menunjukkan bahwa sumber daya pertanian yang melimpah
tidak selalu sejalan dengan kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi
penduduknya. Negara-negara dengan sektor industri dominan seperti Singapura dan Brunei
Darussalam juga bergantung pada impor pangan, yang semakin rentan terhadap guncangan
ekonomi global. Selain itu, keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang memperburuk situasi,
seperti Laos yang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 23,1% pada tahun 2021 (UNDP,
2023), sehingga akses terhadap pangan berkualitas semakin sulit bagi masyarakat miskin.

Permasalahan ketahanan pangan di ASEAN semakin kompleks dengan adanya pertumbuhan
populasi yang pesat, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, serta perubahan dalam
sistem produksi pangan yang belum optimal (Yudhatama, dkk., 2021). Indeks ketahanan
pangan global menunjukkan bahwa selama periode 2020-2022, negara-negara ASEAN tidak
mengalami peningkatan signifikan dalam peringkatnya, dengan skor rata-rata 62,2 yang
mengukur keterjangkauan, ketersediaan, kualitas pangan, serta ketahanan sumber daya alam
(Harrington, dkk., 2022). Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan masih belum
cukup untuk menjamin ketahanan pangan di seluruh kawasan. Oleh karena itu, diperlukan
kerja sama regional yang lebih erat untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki peran penting dalam mengoordinasikan
kebijakan dan strategi ketahanan pangan bagi negara-negara anggotanya. ASEAN telah
mengembangkan berbagai inisiatif seperti integrasi ketahanan pangan untuk memperkuat



sistem pangan regional, termasuk peningkatan produksi pangan, perdagangan pangan yang
berkelanjutan, serta mitigasi krisis pangan di masa depan (FAO, 2023). Selain itu, ASEAN
juga memainkan peran signifikan dalam diplomasi internasional dengan memfasilitasi kerja
sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia guna menjaga
stabilitas ekonomi dan perdagangan pangan di kawasan (KEMLU, 2019). Dengan demikian,
ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan stabilitas
sosial dan politik ASEAN secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, ketahanan pangan merupakan aspek fundamental
dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas di ASEAN. Meskipun kawasan ini dikenal
sebagai penghasil pangan global, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam tingkat
ketahanan pangan antarnegara. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan
dampak pandemi semakin memperburuk kondisi ini, sehingga memerlukan langkah kolektif
dari ASEAN untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan utama: "Bagaimana kerja sama ASEAN dalam
mendorong ketahanan pangan regional?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari perspektif individu atau
kelompok dalam menanggapi masalah sosial kemanusiaan, dengan menitikberatkan pada
proses serta interpretasi hasil melalui penggunaan kata-kata daripada angka. Selain itu,
berupaya memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai keadaan yang sedang
berlangsung. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana kerja sama yang
dilakukan ASEAN berkontribusi dalam mendorong ketahanan pangan regional.

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data
berupa studi pustaka dan teknik berbasis dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini
diperoleh penulis melalui interpretasi dan kajian literatur, dokumen, dan laporan resmi dari
institusi resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. sebagai
sumber data yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel, dan website pemerintah, diantaranya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia. Data juga diperoleh dari berbagai website resmi internasional yang
diakui, seperti website FAO, ASEAN, APTERR, indeks ketahanan pangan global, dan indeks
kelaparan global, serta data dalam penelitian ini juga diperoleh dari laporan internasional
yang diakui, seperti prospek komoditas pertanian ASEAN, laporan keamanan pangan terpadu
ASEAN, perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN, dan forum AMAF. Selain itu juga
data diperoleh dari situs berita seperti Kompas dan CNN yang telah dikumpulkan dan
menyaring data yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kerja Sama Yang Dilakukan ASEAN Dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan bersama bagi negara
anggota ASEAN. Pembahasan dimulai dengan mendeskripsikan ASEAN sebagai organisasi
regional dalam ketahanan pangan, yang bertujuan memberi konteks pada peran dan relevansi
ASEAN dalam masalah ketahanan pangan. Mendeskripsikan pertemuan yang dilakukan
ASEAN sebagai bentuk inisiatif dalam mencapai katahanan pangan. Selanjutnya, bab ini



akan memaparkan bentuk kerja sama konkret yang dijalankan ASEAN dalam ketahanan
pangan di kawasan. Melalui pendeskripsian ASEAN dalam ketahanan pangan, pertemuan
yang dilakukan ASEAN, dan juga kerja sama yang dilakukan ASEAN dalam ketahanan
pangan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang konperhensif terkait isu ketahanan
pangan ASEAN di tingkat regional.

A.1l. ASEAN Dalam Ketahanan Pangan

ASEAN adalah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok,
Thailand. Organisasi ini dibentuk oleh lima perwakilan negara Asia Tenggara, yaitu Menteri
Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pembentukan organisasi
ini diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok di Aula Departemen Luar Negeri
Thailand (ASEAN, 2024). Deklarasi Bangkok menjadi awal ASEAN untuk dapat
menjalankan tugasnya sebagai tempat bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama
dalam berbagai aspek. Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam deklarasi yaitu untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, memajukan stabilitas, perdamaian,
kolaborasi aktif dalam sektor pertanian, industri, dan perdagangan, serta membantu satu sama
lain dalam berbagai hal (ASEAN, 2024). Penandatanganan deklarasi di Bangkok menjadikan
ASEAN sebagai wadah bersama dalam membangun kawasan Asia Tenggara secara damai,
aman, dan makmur. Selain itu sesuai juga menjadikan kawasan ASEAN sebagai rumah untuk
sepuluh negara anggota mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei
Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja (ASEAN, 2024).

Untuk dapat menguatkan komitmen negara-negara anggota pada tahun 2008, ASEAN
menetapkan Piagam ASEAN menjadi dasar dalam menjalankan berbagai kerja sama regional
dan internasional. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan bagi
negara-negara anggota dalam menjalin kerja sama. Prinsip-prinsip itu mencakup
penghormatan terhadap kedaulatan, tidak melakukan campur tangan dalam urusan domestik
negara lain, serta penyelesaian sengketa dengan cara yang damai (ASEAN, 2008). Selain itu,
Piagam ASEAN juga memuat tujuan utama organisasi ini, salah satunya adalah mempercepat
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia
Tenggara melalui kerja sama antar negara anggota (ASEAN, 2024). Dalam konteks kerja
sama internasional, ASEAN berusaha membangun integrasi ekonomi yang lebih kuat dengan
mitra eksternal strategis ASEAN seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India
(ASEAN, 2024).

Dengan adanya Piagam ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya
salah satu aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah untuk mencapai ketahanan pangan
kawasan (ASEAN, 2008). Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus penting dalam
tercapainya tujuan Piagam ASEAN tersebut, dimana ASEAN berkomitmen untuk
menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui kerja sama di bidang pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam (ASEAN, 2015). Ketahanan pangan bukan hanya tentang
ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, stabilitas, dan keberlanjutan
sumber pangan bagi seluruh individu (FAO, 2015). Kerja sama dalam ketahanan pangan
bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan, dan
memastikan ketersediaan serta akses pangan yang stabil bagi seluruh individu (ASEAN,
2024).

Negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan di bidang pertanian dan ketahanan
pangan. Oleh karena itu, kerja sama di bidang ketahanan pangan menjadi prioritas utama
ASEAN untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan ketersediaan pangan yang
cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (ASEAN, 2015). ASEAN memiliki peran



strategis dalam menjamin ketahanan pangan di Asia Tenggara melalui penguatan kerja sama
regional yang terstruktur dan efektif. Kerja sama ini menghasilkan integrasi regional yang
menjadi landasan penting bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan
ketahanan pangan yang kompleks, baik saat ini maupun di masa mendatang (Banjar, 2023).
Setiap kebijakan dan perjanjian yang dirumuskan ASEAN melalui tahap diskusi bersama
bertujuan menciptakan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh negara anggota.

Salah satu langkah nyata peran ASEAN dalam ketahanan pangan adalah pembentukan
inisiatif kerja sama regional yang bertujuan membangun cadangan beras di tingkat kawasan
sebagai upaya menghadapi krisis pangan. Kebijakan kerja sama ini tidak hanya meningkatkan
persediaan pangan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab bersama
antarnegara anggota ASEAN dalam menjaga ketersediaan pangan (Banjar, 2023). Untuk
mencapai ketahanan pangan di kawasan, ASEAN juga melaksanakan berbagai inisiatif kerja
sama regional yang meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi,
serta peningkatan kapasitas petani (ASEAN, 2020). Melalui inisiatif-inisiatif tersebut,
ASEAN berupaya mengatasi masalah ketahanan pangan secara komprehensif dengan berbagi
pengetahuan dan praktik terbaik, serta bekerja sama dalam program-program yang bertujuan
meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di kawasan (Banjar, 2023).

ASEAN memiliki visi untuk melindungi masyarakat dari ancaman pangan yang tidak aman.
Untuk mencapai tujuan ini, ASEAN bekerja sama dalam mengembangkan standar keamanan
pangan yang terpadu serta memperkuat sistem inspeksi dan pengawasan pangan di kawasan
(Banjar, 2023). Upaya ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya berfokus pada aspek
kuantitas pangan, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi
masyarakat. Melalui pendekatan kerja sama ketahanan pangan yang Kkolektif dan
komprehensif, ASEAN berhasil membangun ketahanan pangan regional yang lebih kuat serta
responsif terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi kawasan di masa depan
(Banjar, 2023).

Holsti dalam teorinya, mengenai kerja sama internasional menekankan bahwa kerja sama
internasional, terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mencapai stabilitas keamanan,
pembangunan ekonomi, dan menghindari konflik (Holsti, 1988). Dari sudut pandang ini,
pembentukan ASEAN pada tahun 1967, yang mana tertuang dalam Deklarasi Bangkok
bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial serta memastikan stabilitas di
kawasan Asia Tenggara, dan hal tersebut sejalan dengan prinsip Holsti yang mana negara
cenderung berkolaborasi ketika menghadapi ancaman bersama atau memiliki kepentingan
bersama serta pembentukan ASEAN juga didasarkan pada kesadaran bahwa kebijakan negara
lain dapat mendukung kepentingan nasional masing-masing. Misalnya, kebijakan
perdagangan terbuka dan stabilitas politik di satu negara dapat memberikan dampak positif
bagi negara lain dalam bentuk investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (ASEAN,
2024).

Piagam yang dibuat ASEAN juga menegaskan prinsip-prinsip dasar, yaitu penghormatan
terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain, dan
penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara
anggota untuk bekerja sama secara efektif tanpa mengorbankan otonomi nasional masing-
masing (ASEAN, 2008). Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan K.J. Holsti, yang
menyatakan bahwa kerja sama didasarkan pada kesamaan kepentingan, aturan resmi, serta
mekanisme transaksi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan bersama yang
memungkinkan negara-negara berkolaborasi secara kolektif sembari tetap mempertahankan
hak-hak dan kewenangan sebagai entitas berdaulat (Holsti, 1988).



A.2. Pertemuan ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pertama yang diadakan pada 23-24 Februari 1976
di Bali merupakan tonggak penting dalam sejarah kerja sama kawasan Asia Tenggara.
Perhelatan ini tidak hanya menandai komitmen para negara pendiri ASEAN seperti
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam mempererat hubungan, tetapi
juga menjadi respons strategis terhadap dinamika geopolitik yang berkembang pesat pada
masa itu (Muhamad, 2011). Persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, termasuk
pengaruh Perang Dingin yang masih terasa, mendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu
dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan regional. Selain itu, KTT ini mencerminkan
kesadaran kolektif negara-negara anggota ASEAN akan pentingnya kerja sama yang lebih
erat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di kawasan (Muhamad, 2011). Dengan memperkuat ikatan persaudaraan serta memperdalam
kolaborasi di berbagai sektor, ASEAN berharap dapat menghadapi tantangan global secara
lebih solid dan memperkuat posisinya di kancah internasional.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali menciptakan
fondasi yang kuat bagi ASEAN untuk berkembang menjadi organisasi yang berpengaruh di
kawasan. KTT tersebut tidak hanya berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi
panduan ASEAN hingga saat ini, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan solidaritas di
antara negara-negara anggotanya (Muhamad, 2011). Kesepakatan yang dicapai dalam
konferensi ini membuka jalan bagi berbagai program kerja sama di berbagai bidang, seperti
ekonomi, sosial, dan budaya. KTT pertama di Bali juga melahirkan Deklarasi Bali atau The
Declaration of Concord I, sebuah dokumen yang menjadi landasan kerja sama antarnegara
ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta mendorong pembangunan
ekonomi yang berkeadilan di kawasan ASEAN (Lestari, 2008).

Deklarasi Bali yang di selenggarakan pada 23-24 februari 1976 yang bertempat di Bali,
merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh lima negara pendiri ASEAN, vyaitu
Indonesia, Malaysia, Filipin, Singapura, dan thailand, pada konfrensi Tingkat Tinggi (KTT)
ASEAN pertama (ASEAN, 2012). Deklarasi Bali terjadi di dalam konteks politik global yang
penuh tantangan, terutama setelah perang Vietnam dan meningkatnya pengaruh rezim
komunis di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 1967 dengan tujuan menjaga stabilitas
regional, dan Deklarasi Bali menandai langkah besar dalam memperkuat solidaritas antar
negara anggotanya. Komitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan merupakan respons
langsung, terhadap ketegangan global di era Perang Dingin (Koh, Li-Lian, & Lin, 2017).

Deklarasi Bali berfungsi sebagai fondasi untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga
keamanan regional. Oleh karena nya deklarasi tersebut memuat komitmen bersama antar
negara anggota, untuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara,
menghormati kedaulatan nasional, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai
melalui dialog (Lestari, 2008). Pendekatan ini menjadi esensi dari prinsip non-intervensi yang
kemudian menjadi salah satu ciri khas kebijakan luar negeri ASEAN (ASEAN, 2012).
Deklarasi Bali juga mencerminkan dari pendekatan lembut ASEAN dalam diplomasi
regional, di mana kerja sama difokuskan pada upaya penguatan hubungan persahabatan dan
penyelesaian konflik secara damai. Implementasi dari deklarasi ini membantu menciptakan
persepsi positif ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan aman bagi para investor dan pelaku
bisnis internasional (Desker, 2017).

Deklarasi Bali yang disepakati dalam pertemuan pertama ASEAN tahun 1976 memiliki
tujuan utama untuk memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
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Deklarasi ini juga memperkuat konsep Zona Damai, Bebas, dan Netralitas (ZOPFAN), yang
sebelumnya diadopsi pada tahun 1971, dengan menekankan bahwa Asia Tenggara harus
menjadi kawasan yang damai dan bebas dari campur tangan eksternal (Ganesan, 2000).
Melalui deklarasi ini, ASEAN berkomitmen menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang
damai, bebas dari intervensi, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Komitmen ini didasarkan pada prinsip tidak adanya intervensi serta penyelesaian konflik
secara damai, yang menjadi dasar hubungan antarnegara ASEAN (Woon, 2008). Hingga saat
ini, Deklarasi Bali tetap relevan sebagai pijakan utama dalam pengembangan kerja sama
ASEAN. Semangat yang terkandung dalam deklarasi tersebut diteruskan melalui Deklarasi
Bali 1l pada tahun 2003, yang memperkenalkan konsep komunitas ASEAN mulai dari
komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya (ASEAN,
2008). Deklarasi Bali juga menjadi landasan pengembangan kerja sama regional di berbagai
sektor, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan penanganan bencana
(ASEAN, 2012).

Forum Menteri pertanian dan kehutanan ASEAN merupakan sebuah forum pertemuan para
menteri yang pertama kali dibentuk pada tahun 1977 (Nurwanti, 2010). Forum ini berfungsi
sebagai salah satu bentuk konkret implementasi kerja sama regional yang berlandaskan
Deklarasi Bali tahun 1976, yang menekankan pentingnya integrasi di bidang pertanian dan
kehutanan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Asia Tenggara
(ASEAN, 2012). Implementasi ini sejalan dengan visi kerja sama ASEAN di bidang
pertanian dan pangan, yaitu mewujudkan sektor makanan, pertanian, dan kehutanan yang
lebih kompetitif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, guna mendukung ketahanan pangan
dan gizi di kawasan ASEAN (ASEAN, 2024).

Sejak pembentukannya, AMAF berperan sentral dalam merumuskan Kkebijakan dan
mengoordinasikan program-program di tingkat regional yang bertujuan memperkuat sektor
pertanian dan kehutanan negara-negara anggota ASEAN. Salah satu tujuan utama
pembentukan AMAF adalah memfasilitasi berbagai inisiatif dan program ketahanan pangan
yang telah disepakati dalam Deklarasi Bali (ASEAN, 2012). Forum tersebut berfungsi
sebagai mekanisme antarnegara anggota ASEAN untuk menyusun kebijakan terkait pertanian
dan kehutanan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga
perlindungan sumber daya alam dan penanggulangan perubahan iklim (Nurwanti, 2010).
Pendekatan ini mencerminkan komitmen holistik ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan
dan keberlanjutan sumber daya alam di kawasan. Salah satu contoh penting hasil pertemuan
AMAF adalah terbentuknya perjanjian cadangan pangan ASEAN di sektor beras pada tahun
1979, yang bertujuan menjaga cadangan pangan di kawasan sebagai langkah antisipasi
menghadapi krisis pangan (ASEAN, 1979).

Konteks ketahanan pangan, AMAF berperan strategis dalam memastikan terciptanya sistem
pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan. Melalui inisiatif-inisiatif yang
diusung oleh AMAF dengan berupaya untuk meningkatkan kemandirian pangan ASEAN dan
mengurangi ketergantungan pada impor pangan dari negara-negara luar kawasan, terutama
dalam situasi krisis global (Nurwanti, 2010). Implementasi upaya tersebut adalah dengan
adanya program cadangan beras ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota ASEAN
beserta negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan China dalam, menyediakan pasokan
cadangan beras yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota dalam keadaan darurat
pangan (ASEAN, 2011).

Melalui forum ini, negara anggota ASEAN diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang
adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta memastikan daya saing di pasar
internasional, khususnya dalam sektor-sektor pertanian yang menjadi tulang punggung
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perekonomian beberapa negara anggota, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam (Lamberte,
2016). Selain fokus pada ketahanan pangan, kerja sama di bawah naungan forum ini juga
diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani dan komunitas lokal melalui penguatan
kapasitas produksi serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (ASEAN, 2022).

K.J Holsti melihat bahwa, Deklarasi Bali pada tahun 1976 dan forum pertemuan menteri
pertanian dan kehutanan ASEAN merupakan sebuah perwujudan dari motivasi dasar dalam
kerja sama internasional yaitu, kedua pertemuan ASEAN tersebut memiliki tujuan untuk
dapat menjaga keamanan, stabilitas kawasan, mengelola kepentingan bersama, dan
menghadapai tantangan yang dihapai bersama di masa depan (ASEAN, 2012). Deklarasi Bali
I maupun AMAF mencerminkan kerja sama internasional sebagaimana dikemukakan oleh
Holsti, di mana keputusan dan kebijakan yang dibuat negara-negara ASEAN bertujuan untuk
menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan ketahanan pangan tanpa merugikan pihak mana
pun yang mana hal tersebut untuk memecahkan permaslahan yang dihadapi bersama dan juga
meningkatkan kesejahteraan bersama melalui mekalisme multilateral (Holsti, 1988).

A.3. Kerja Sama Ketahanan Pangan ASEAN

Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN merupakan sebuah perjanjian multilateral yang
mengikat secara hukum, dan secara resmi disepakati dan ditandatangani oleh negara-negara
anggota ASEAN pada 4 Oktober 1979 di New York, Amerika Serikat (ASEAN, 1979). Yang
mana perjanjian tersebut mengatur pembentukan cadangan pangan ASEAN, yang mana
utamanya yaitu cadagan beras, yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan
pangan regional. Perjanjian tersebut juga memuat komitmen dan kewajiban hukum dari
negara-negara anggota ASEAN untuk menyediakan sejumlah cadangan beras yang bisa
digunakan oleh negara anggota lain nya dalam situasi darurat atau kekurangan pangan
(ASEAN, 1979). Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN tersebut dibuat sebagai
respons atas kekhawatiran terhadap krisis pangan global yang terjadi pada dekade 1970-an,
yang berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara (FAO, 1983).

Sebagai langkah awal perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja yaitu, bagaimana
cadangan beras akan dikelola, dipertukarkan, dan diakses oleh negara-negara anggota
ASEAN dalam keadaan darurat (ASEAN, 1979). Yang mana hal tersebut dilihat dari
perpektif kerja sama internasional, AFSRA merupakan bukti nyata dari adanya solidaritas
regional untuk dapat mengatasi tantangan bersama yaitu tantangan akan ketahanan pangan.
Ketahanan pangan yang mana merupakan isu yang strategis dalam perspektif kerja sama
internasional dimana isu tersebut tidak hanya berhubungan dengan stabilitas domestik, tetapi
juga keamanan regional (ASEAN, 1985). Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN yang
disepakati pada tahun 1979 memiliki tujuan untuk menciptakan cadangan pangan regional
guna menghadapi kemungkinan krisis pangan kedepanya (ASEAN, 1979). Perjanjian
keamanan cadangan beras ASEAN telah menjadi fondasi utama bagi inisiasi awal berbagai
bentuk kerja sama pangan lainnya di kawasan ASEAN, dimana komitmen yang tertuang
dalam perjanjian tersebut mewajibkan negara anggota untuk dapat menyediakan cadangan
beras, yang dapat digunakan oleh negara anggota ASEAN yang lain, ketika sedang dalam
menghadapi kekuarangan pangan. Mekanisme ini diwujudkan melalui cadangan keamanan
pangan ASEAN dengan sepakat menyimpan stok beras tertentu yang siap disalurkan jika
terjadi kondisi darurat (ASEAN, 1979).

Cadangan keamanan pangan ASEAN merupakan sebuah kesepakatan kerja sama yang
konkret mengenai ketahanan pangan, dimana kesepakatan tersebut ditandatangani pada tahun
1979 (ASEAN, 1979). Kesepakatan tersebut sebagai bentuk respon terhadap tantangan
ketahanan pangan yang dialami negara-negara ASEAN pada saat itu. Pembentukan kerja
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sama cadangan ketahanan pangan ASEAN tidak hanya berfungsi untuk memperkuat
ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi regional (ASEAN, 1979). Kerja
sama dalam bidang pangan ini memperkuat solidaritas ASEAN, yang bertujuan untuk
menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan (KEMENTAN, 2023). Pembentukan
cadangan ketahanan pangan ASEAN sebagai langkah kolektif untuk menghadapi Krisis
pangan di masa depan yang bertujuan untuk memastikan adanya stok pangan, khususnya
beras, yang tersedia bagi negara anggota ASEAN pada saat terjadinya krisis pangan atau
keadaan darurat yang dapat mengancam ketahanan pangan regional. Selain itu, cadangan
ketahanan pangan ASEAN juga diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa negara-negara
anggota ASEAN memiliki mekanisme pangan yang baik ketika terjadi krisis yang
mengancam ketahanan pangan di salah satu atau lebih negara anggota (ASEAN, 1979).
Dengan adanya cadangan pangan ini, negara-negara ASEAN dapat saling mendukung untuk
menjaga stabilitas pangan di kawasan.

Kerja sama cadangan ketahanan pangan ASEAN, menetapkan penyediaan beras sebanyak
50.000 ton yang berasal dari kontribusi masing-masing negara anggota ASEAN sesuai
dengan kuota yang telah disepakati (ASEAN, 1979). Kuota ini diatur dalam kesepakatan
berdasarkan kemampuan masing-masing negara untuk menyediakan beras, serta kebutuhan
nasional mereka. Thailand dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan
penghasil beras utama di ASEAN, menyumbang porsi terbesar dari cadangan beras ini,
dimana Thailand menyumbang sebanyak 15.000 ton, dan Indonesia menyumbang cadangan
beras sebanyak 12.000 ton (ASEAN, 1979). Kesepakatan yang dibuat tidak hanya
diperuntukan untuk Thailand dan Indonesia saja sebagai negara yang menghasilkan beras
terbesar di ASEAN, namun di dalam kerja sama tersebut disepakati juga bahwa negara-
negara anggota ASEAN yang lainnya juga turut menyumbang dalam kesepakatan kerja sama
ini. Yang mana kesepakatan tersebut Malaysia menyumbang cadangan beras sebanyak 6.000
ton, Filipina dan Singapura sebanyak 5.000 ton, dan Brunei Darussalam sebanyak 3.000 ton
(ASEAN, 1979). Kuota ini memungkinkan distribusi yang adil dan efisien dalam mengatasi
kekurangan pangan regional. Pada tahun 2008, cadangan ketahanan pangan ASEAN
memiliki stok cadangan beras darurat yang dikelola di ASEAN sebanyak 87.000 ton, yang
dapat dialokasikan untuk kepentingan negara anggota ASEAN (ASEAN, 2023). Mekanisme
kerja sama yang dijalankan diimplementasikan melalui pengaturan operasional yang jelas,
mencakup kapan dan bagaimana cadangan beras dapat diakses oleh negara-negara anggota.
Apabila suatu negara menghadapi krisis pangan, mereka dapat mengajukan permohonan
untuk menarik cadangan pangan dari cadangan ketahanan pangan ASEAN tersebut (ASEAN,
1979).

Proses penarikan cadangan pangan ini memerlukan verifikasi atas kondisi Kkrisis yang
dihadapi, serta persetujuan dari negara anggota lainnya. Hal ini dilakukan dengan
mempertimbangkan keseimbangan cadangan pangan regional serta kebutuhan mendesak akan
pangan di kawasan (ASEAN, 2023). Salah satu tantangan utama dalam implementasi kerja
sama ini adalah menjaga ketersediaan stok beras agar tetap memadai dan dapat diakses secara
tepat waktu. Seiring dengan semakin kompleksnya ancaman terhadap ketahanan pangan yang
dihadapi, ASEAN mengembangkan inisiatif tambahan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Salah satunya adalah kerja sama cadangan beras darurat ASEAN yang melibatkan negara-
negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini bertujuan untuk
memperluas kapasitas cadangan pangan regional dan meningkatkan efektivitas penanganan
krisis pangan (ASEAN, 2011).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga merupakan salah satu bentuk kerja
sama regional yang penting dalam konteks ketahanan pangan di kawasan Asia Timur dan
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Asia Tenggara. Kerja sama ini diinisiasi secara kolektif oleh negara-negara ASEAN bersama
tiga mitra dialog utama, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan utama dari
pembentukan kerja sama cadangan beras darurat ini adalah untuk mengatasi tantangan
ketahanan pangan yang sering dihadapi oleh negara-negara anggota dan mitra ASEAN,
seperti bencana alam, ketidakstabilan harga pangan, serta fluktuasi pasokan (ASEAN, 2011).
Inisiatif ini berperan krusial dalam menciptakan stabilitas dan keamanan pangan di kawasan
yang memiliki populasi besar dan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim serta
dinamika pasar global (APTERR, 2023). Perjanjian kerja sama cadangan beras darurat
ASEAN bersama mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan ditandatangani pada 7
Oktober 2011 di Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertanian dan
Kehutanan ASEAN bersama Menteri Pertanian dan Kehutanan negara-negara mitra, dan
mulai berlaku pada 12 Juli 2012 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota (APTERR,
2023).

Langkah pembentukan kerja sama ini diambil sebagai respons atas tingginya volatilitas harga
pangan global yang memuncak selama krisis pangan tahun 2007-2008. Pada masa tersebut,
banyak negara di kawasan Asia mengalami lonjakan harga beras yang menyebabkan
kesulitan ekonomi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pembentukan kerja sama cadangan
beras ini diharapkan dapat memberikan solusi yang sistematis dan terstruktur dalam
penanganan krisis pangan di masa depan (APTERR, 2023). Mekanisme dari kerja sama
cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu mekanismenya dengan menyediakan
cadangan beras. Mekanisme cadangan beras yang disediakan tersebut dapat dengan mudah
diakses oleh para negara anggota ASEAN bersama dengan negara mitra ASEAN ketika
terjadi bencana alam atau krisis pangan yang mengancam ketersediaan pangan di negara
tersebut (APTERR, 2023). Melalui mekanisme ini, negara-negara yang terdampak dapat
menerima bantuan beras dalam bentuk pinjaman atau hibah yang diambil dari stok cadangan
regional (APTERR, 2023). Dengan demikian, APTERR juga memainkan peran penting
dalam menciptakan stabilitas pasar domestik di negara-negara anggotanya, sekaligus
mencegah lonjakan harga beras yang bisa berdampak negatif pada masyarakat (ASEAN,
2011)

Mekanisme pemanfaatan cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga secara resmi ditetapkan
pada 28-29 Maret 2013, bertepatan dengan pertemuan pertama Dewan Kerja Sama Cadangan
Beras Darurat ASEAN Plus Tiga di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut,
disepakati bahwa kerja sama ini akan dikelola oleh Sekretariat ASEAN Plus Tiga yang
berbasis di Bangkok. Penetapan ini juga menandai peluncuran resmi kantor Sekretariat
ASEAN Plus Tiga pada 29 Maret tahun 2013 (APTERR, 2023). Sekretariat tersebut bertugas
memantau dan mengoordinasikan distribusi cadangan beras berdasarkan kebutuhan.
Pengelolaan ini melibatkan kerja sama teknis antarnegara anggota untuk memastikan
distribusi beras dilakukan secara cepat dan efisien dalam kondisi darurat (ASEAN, 2011).

Untuk melaksanakan mekanisme tersebut, terdapat tiga program utama dalam kerja sama
cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga yang dirancang untuk mengatasi tantangan
ketahanan pangan di kawasan (APTERR, 2023). Program pertama dalam mekanisme tersebut
melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan berdasarkan ketentuan pra-
pengaturan sebagai langkah antisipasi keadaan darurat. Program ini diformalkan melalui
kontrak berjangka yang mencakup jumlah dan mutu beras, metode penetapan harga,
ketentuan pembayaran dan pengiriman, serta persyaratan lainnya yang disepakati antara
negara pemasok dan negara penerima (APTERR, 2023). Program dalam mekanisme kerja
sama ini yaitu pada tingkat kedua yang melakukan penanganan keadaan darurat yang tidak
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dapat ditangani oleh program tingkat pertama. Pelepasan beras pada tingkat ini dilakukan
melalui kesepakatan tambahan antara negara pemasok dan negara penerima, termasuk
penetapan harga yang dapat dibayarkan secara tunai, pinjaman, atau hibah jangka panjang,
sesuai persetujuan bersama (APTERR, 2023).

Program terakhir yang tedapat dalam mekanisme tersebut adalah program tingkat ketiga,
yang mana dalam mekanisme ini program tingkat ketiga melibatkan pelepasan cadangan
beras darurat yang telah ditimbun untuk keadaan darurat serius serta sebagai bahan tanggap
darurat kemanusiaan, seperti penyelesaian masalah kemiskinan dan pemberantasan
kekuarangan gizi, untuk memastikan keamanan pangan di wilayah tersebut. Pada program
tingkat ketiga ini juga dapat menjadi jalur cepat untuk dapat membantu permasalahan secara
otomatis (APTERR, 2023). Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN bersama negara
mitra dimana memiliki stok cadangan beras, yang dialokasikan berjumlah sebanyak 787.000
ton, yang terdiri 87.000 ton berasal dari negara-negara ASEAN, dan sebanyak 700.000 ton
berasal dari negara-negara plus three (APTERR, 2023).

Cadangan beras darurat yang ditimbun oleh kerja sama cadangan pangan darurat ASEAN
bersama negara mitra merupakan sebuah cadangan beras yang berasal dari sumbangan yang
diberikan secara sukarela kepada pengelola kerja sama cadangan pangan darurat ASEAN
dalam bentuk uang tunai atau stok beras fisik. Cadangan beras yang terdapat dalam kerja
sama tersebut dimiliki secara kolektif oleh negara anggota dan dikelola oleh Sekretariat di
bawah pengawasan dewan pengawas, serta cadangan beras darurat yang ditimbun tersebut
digunakan sebagai stok darurat untuk menyediakan kesiapan dalam menghadapi situasi
darurat (APTERR, 2023). Seiring waktu, mekanisme ini telah membantu memperkuat
hubungan diplomatik antara negara anggota ASEAN dan negara mitra seperti Tiongkok,
Jepang, dan Korea Selatan dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan
berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di kawasan (ASEAN, 2011). Mekanisme ini, yang
berfokus pada bantuan kemanusiaan di bidang pangan, juga melengkapi upaya regional yang
lebih luas, seperti kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN. Kerangka ini bertujuan
memperkuat ketahanan pangan jangka panjang melalui pengembangan sektor pertanian dan
distribusi hasil pertanian, sekaligus untuk memastikan respons cepat dalam menghadapi krisis
(Hermanto, 2014).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN bersama negara mitra membuktikan bahwa kerja
sama internasional di bidang pangan dan pertanian tidak selalu harus berfokus pada
perdagangan. Mekanisme ini mencakup aspek yang lebih luas, seperti bantuan kemanusiaan
dan jaminan ketahanan pangan. Selain itu, keberadaan kerja sama ini juga memperkuat peran
ASEAN sebagai organisasi regional yang tanggap terhadap tantangan ketahanan pangan
(Hermanto, 2014). Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN merupakan langkah
strategis yang diinisiasi oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan ketahanan
pangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara (FAO, 2023). Kerangka kerja ini secara
resmi dibentuk pada tahun 2009 dalam KTT ASEAN ke-14 di Cha-am Hua Hin, Thailand.
Inisiatif tersebut lahir sebagai respons terhadap krisis pangan global tahun 2007-2008 dan
bertujuan mendukung upaya ASEAN dalam mengintegrasikan kebijakan pangan serta
memastikan stabilitas pangan di kawasan (AIFS, 2009). ASEAN menyadari pentingnya kerja
sama regional yang lebih erat untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau,
dan berkualitas bagi lebih dari 650 juta penduduk di kawasan ini (AIFS, 2009). Krisis pangan
global tahun 2007—-2008 juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan
cadangan beras darurat ASEAN plus tiga pada tahun 2011. Kerja sama tersebut merupakan
bagian dari kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN yang dirancang untuk
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menyediakan cadangan beras darurat di tingkat regional (APTERR, 2023). Sebagai bagian
dari kerangka kerja ini, negara-negara anggota ASEAN juga mengadopsi rencana aksi
strategis ketahanan pangan di kawasan. Rencana tersebut bertujuan untuk menerjemahkan
kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN ke dalam langkah-langkah strategis yang
lebih operasional (FAO, 2023). Implementasi rencana aksi strategis ini berjalan dalam siklus
lima tahunan yang dievaluasi dan diperbarui setiap lima tahun untuk menyesuaikan prioritas
kawasan dengan dinamika global serta tantangan baru di sektor pangan dan pertanian (AIFS,
2009). Siklus pertama berlangsung pada periode 2009—2013, diikuti siklus kedua pada 2015—
2020, dan kini memasuki siklus ketiga yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2025 (FAO,
2023).

Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN mencerminkan prinsip, aturan, dan norma
yang disepakati bersama, di mana negara-negara anggota ASEAN berkolaborasi untuk
menghadapi tantangan bersama di sektor pangan (ASEAN, 2009). Melalui kerangka kerja ini,
ASEAN tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga mendorong
pengintegrasian kebijakan pangan di tingkat regional, menciptakan pasar pangan yang lebih
terhubung, dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar kawasan (AIFS, 2009). Pada
siklus strategis ketiga (2021-2025), perhatian lebih besar diberikan pada pembangunan
sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. Fokus ini mendorong ASEAN untuk
mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian melalui penguatan upaya
adaptasi, promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya alam (FAO, 2023). Selain itu, pemeliharaan cadangan pangan
regional dilaksanakan melalui kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga, yang
melibatkan mitra negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini
memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan darurat saat terjadi
krisis, bencana alam, atau gangguan pasokan (ASEAN, 2023). Kerja sama tersebut telah
menjadi elemen kunci dalam kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN, khususnya
dalam menjamin keamanan pangan selama masa krisis (Wibisono, 2017). Dalam beberapa
kesempatan, cadangan beras ASEAN plus tiga telah didistribusikan kepada negara-negara
anggota yang menghadapi kelangkaan pangan akibat bencana alam atau gangguan pasokan.
Hal ini menunjukkan keberhasilan ASEAN, melalui kerangka kerja keamanan pangan
terpadu ASEAN dalam menciptakan mekanisme solidaritas yang efektif untuk menghadapi
krisis (Trethewie, 2013). Seiring berjalannya waktu, kerangka kerja keamanan pangan
terpadu ASEAN terus berkembang, menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas pangan
di kawasan ini, serta diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa
depan (ASEAN, 2020).

Berbagai kerja sama ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh ASEAN dapat dianalisis
dalam perspektif kerja sama internasional menurut K.J. Holsti. Dalam teorinya, Holsti
menjelaskan bahwa kerja sama internasional merupakan hasil dari kepentingan bersama,
interdependensi antarnegara, dan kebutuhan untuk menciptakan stabilitas di kawasan (Holsti,
1988). Berdasarkan perspektif ini, berbagai inisiatif kerja sama ASEAN, seperti perjanjian
cadangan keamanan pangan ASEAN, cadangan keamanan pangan ASEAN, cadangan beras
darurat ASEAN plus tiga negara mitra, dan kerangka kerja keamanan pangan terpadu
ASEAN mencerminkan upaya untuk mencapai stabilitas dan ketahanan pangan melalui
pengelolaan interdependensi antarnegara di kawasan ASEAN. Selain itu, dalam konsep yang
dikemukakan oleh Holsti, berbagai inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk
membangun keamanan kolektif, mengurangi potensi konflik di kawasan, dan mendorong
terciptanya kepentingan bersama di antara negara-negara anggota (Holsti, 1988).
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Program kerja sama ketahanan pangan ASEAN, dalam indikator kerja sama internasional
K.J. Holsti yang menekankan keselarasan kepentingan, kebijakan, serta transaksi antarnegara.
Berbagai kerja sama tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan negara-negara ASEAN
dalam menjaga stabilitas pangan melalui cadangan pangan darurat dan peningkatan produksi
pertanian (Holsti, 1988). Kerja sama tersebut mencerminkan kesepakatan formal negara-
negara ASEAN dalam menyisihkan stok pangan regional, dan juga dengan memperluas kerja
sama dengan melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk memastikan cadangan
beras saat terjadi krisis. Program ini juga mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan pangan
satu negara dapat berdampak pada negara lain, seperti peran Thailand dan Vietnam sebagai
eksportir utama bagi negara-negara pengimpor seperti Filipina dan Indonesia (Holsti, 1988).
Penetapkan aturan dan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan yang
dibuat ASEAN juga mencerminkan kerja sama berbasis regulasi dan transaksi antarnegara
yang mendukung stabilitas pasokan pangan kawasan, yang mana hal ini sesuai dengan
konsep kerja sama internasional Holsti karena dibangun atas dasar kesamaan kepentingan,
mekanisme penyelesaian masalah kolektif, serta transaksi yang mendukung ketahanan
pangan jangka panjang bagi seluruh negara anggota (Holsti, 1988).

B. Analisis Kerja Sama ASEAN Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Regional

Analisis kerja sama ASEAN dalam bab ini akan dilakukan dengan menggunakan empat
dimensi utama dalam teori atau konsep ketahanan pangan, yaitu ada ketersediaan pangan,
akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan juga ada stabilitas pangan (FAO, 2006).
Ketersediaan pangan adalah dimensi dalam ketahanan pangan yang akan melihat bagaimana
dorongan yang dilakukan ASEAN untuk dapat memenuhi ketersediaan terhadap pangan
mulai dari produksi dan pasokan pangan untuk dapat memenuhi ketahanan pangan ASEAN
(FAO, 2006). Akses terhadap pangan merupakan dimensi yang akan melihat bagaimana
negara anggota ASEAN dapat memiliki akses untuk mendapatkan atau menerima pangan
(FAO, 2006). Pemanfaatan pangan yang mana dimensi ini akan memfokuskan pada besarnya
pemanfaatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan
ketersediaan pangan yang dimiliki nya (FAO, 2006). Selain itu dalam ketahanan pangan ada
juga dimensi stabilitas pangan yang akan membahas mengenai dorongan yang dilakukan oleh
ASEAN untuk dapat menghadapi permasalahan dan tantangan di masa depan dengan
menjaga stabilitas pangan di kawasan (FAO, 2006). Oleh karena itu bab ini bertujuan untuk
dapat memeberikan pemahaman mengenai analisis kerja sama yang dilakukan olen ASEAN
untuk dapat mendorong ketahanan pangan di regional dalam konsep ketahanan pangan.

B.1. Ketersedian Pangan

Permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN
menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek pemenuhan ketersediaan pangan. Ketersediaan
pangan merupakan salah satu dimensi utama dalam konsep ketahanan pangan, yang merujuk
pada sejauh mana pangan dapat diakses oleh masyarakat. Dimensi ini mencakup jumlah dan
kualitas pangan yang tersedia secara memadai sesuai dengan standar yang berlaku, baik
melalui produksi domestik, impor, maupun bantuan pangan yang diterima (FAO, 2006).
Dalam konteks ketersediaan pangan, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, aman
untuk dikonsumsi, bernutrisi, serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat (FAO, 2006).
Hal ini tercermin dalam laporan yang diterbitkan oleh ASEAN melalui prospek komoditas
pertanian ASEAN, yang memuat data produksi pangan dari negara-negara anggota ASEAN
untuk periode 2023-2025. Laporan tersebut menjadi salah satu indikator penting yang
menunjukkan ketersediaan pangan di kawasan ASEAN (AFSIS, 2024).
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Untuk memastikan ketersediaan pangan di kawasan, ASEAN menetapkan perjanjian
cadangan ketahanan pangan ASEAN, yang merupakan sebuah perjanjian yang di
tandatangani oleh negara anggota ASEAN pada tahun 1979, diamana perjanjian tersebut
dirancang untuk mencipatakan cadangan pangan di kawasan regional ASEAN, yang dapat
digunakan ketika terjadi krisis pangan di kawasan (ASEAN, 1979). Fokus utama dari
perjanjian kerja sama tersebut adalah pembentukan cadangan pangan strategis, terutama
beras. Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk menyisihkan
sebagian stok beras guna membantu anggota lain yang menghadapi kekurangan pangan
secara mendadak (ASEAN, 1979). Cadangan pangan tersebut diwujudkan dalam perjanjian
tersebut yang menjelaskan bahwasanya negara-negara anggota diharapkan dapat
menyumbang cadangan beras yang dimilikinya. Negara anggota memberikan cadangan
berasnya yaitu, diantaranya Thailand menyumbang cadangan sebanyak 15.000 ton, Indonesia
menyumbang cadangan beras nya sebanyak 12.000 ton, Malaysia menyumbang cadangan
beras sebanyak 6.000 ton, Filipina dan Singapura sebanyak 5.000 ton, dan Brunei Darussalam
sebanyak 3.000 ton (ASEAN, 1979). Komitmen ini menunjukkan upaya ASEAN untuk
meningkatkan ketersediaan pangan darurat sebagai antisipasi terhadap krisis pangan di masa
depan.

Seiring berjalannya waktu, terdapat pengembangan dalam kerja sama cadangan ketahanan
pangan ASEAN dimana terdapat pengembangan dalam konsep cadangan pangan yang
diperluas dengan menambah partisispasi negara mitra ASEAN untuk dapat memperkuat
cadangan beras darurat regional (ASEAN, 2011). Negara mitra ASEAN seperti Jepang,
Korea Selatan, dan China yang disebut ASEAN plus tiga negara mitra (ASEAN, 2024). Kerja
sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga secara resmi aktif pada tanggal 28-29 Maret
2013 saat pertemuan pertama dewan pengawas kerja sama. Kerja sama tersebut tidak saja
menyediakan stok beras darurat, namun juga menciptakan mekanisme distribusi yang lebih
efektif ketika terjadi bencana alam atau fluktuasi produksi pangan (ASEAN, 2011).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga memastikan bahwa beras, sebagai
pangan pokok utama ASEAN, selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dan dapat digunakan
untuk menghadapi gangguan produksi musiman yang dapat mengganggu ketersedian pangan.
Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga saat ini memiliki stok cadangan beras,
yang dapat dialokasikan berjumlah sebanyak 787.000 ton. Stok tersebut terdiri dari 87.000
ton berasal dari negara-negara ASEAN, dan sebanyak 700.000 ton berasal dari negara-negara
plus tiga (APTERR, 2023). Selain itu juga perdagangan intra-regional yang dilakukan oleh
ASEAN plus tiga juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan
ketahanan pangan di negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra, dengan menghasilkan
peningkatan dalam sektor produksi pangan yang berpengaruh dalam ketersediaan pangan dari
negara-negara  ASEAN dan negara mitra ASEAN lainnya (Yudhatama, Nurjanah,
Diarningtyas, & Revindo, 2021). Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh ASEAN
dengan kerja sama dan perjanjian yang telah dilakukan, dalam pemenuhan ketersediaan
pangan telah menunjukan komitmen yang kuat dari ASEAN untuk dapat memastikan
ketersediaan pangan di kawasan (FAO, 2006).

B.2. Akses Pangan

Pemenuhan ketahanan pangan tidak lepas kaitan nya dengan akses terhadap pangan, hal ini
menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan (FAO, 2006). Permasalahan
yang dihapai oleh ASEAN terhadap pemenuhan ketahanan pangan, melihat bagaimana akses
yang dapat dilakukan terhadapa pangan tersebut untuk dapat digunakan oleh masyarakat
ASEAN. Dalam akses pangan ASEAN mengimplementasikan sejumlah rancangan untuk
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dapat memastikan pangan tersebut dapat diakses oleh negara-negara anggota ASEAN (FAO,
2006). Dimensi akses pangan yang terdapat dalam ketahanan pangan, yaitu dimensi yang
melihat dengan mnegukur bagaimana kemampuan individu untuk, memperoleh sumber daya
yang memadai guna mendapatkan makanan bergizi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya (FAO, 2006). Hal tersebut menjadi perhatian ASEAN dalam menerapkan program
nya dan kerja sama yang akan dilakukan untuk dapat mencapai ketahanan pangan di
kawasan. kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga merupakan salah satu inisiasi
paling signifikan yang dilakukan ASEAN dalam meningkatkan akses pangan di kawasan
ASEAN (APTERR, 2023).

Kerja sama tersebut menjadi inisiasi yang dirancang untuk menyediakan cadangan beras
darurat yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN beserta mitra plus three
yaitu jepang, korea selatan, dan china yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dalam
menghadapi situasi darurat atau bencana alam (APTERR, 2023). Pelepasan cadangan beras
ASEAN dapat dilakukan ketika keadaan darurat, dimana keadaan darurat tersebut
didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan suatu negara anggota ASEAN atau negara mitra
mengalami bencana ekstrem yang tidak terduga, tidak mampu untuk dapat mengatasi keadaan
tersebut melalui cadangan nasionalnya, dan tidak mampu untuk mendapatkan pasokan beras
yang dibutuhkan melalui perdagangan normal (APTERR, 2023). Selama perosesnya, untuk
dapat mengakses cadangan beras yang ada tersebut, APTERR memiliki mekanisme
pemanfaatan cadangan beras yang terbagi-bagi menjadi tiga jenis tingkatan program
pemanfaatan, atau disebut sebagai “Tiers” yang dirancang untuk berbagai situasi darurat
(APTERR, 2023). Tingkatan pemanfaatan tersebut yang pertama, tingkatan 1 melibatkan
pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan untuk situasi darurat kecil, dengan
diformulasikan sebagai kontrak berjangka pendek yang menyatakan jumlah dan mutu beras
tertentu, metode penetapan harga, ketentuan pembayaran dan pengiriman, dan persyaratan
lain antara negara pemasok dan juga negara penerima, serta pembayaran yang dilakukan
berdasarkan harga pasar internasional yang berlaku (APTERR, 2023).

Tingkatan 2 dalam mekanisne pemanfaatan cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu
dengan melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan berdasarkan
perjanjian lain, untuk keadaan darurat yang tidak dapat diantisipasi dan ditangani pada
tingkatan 1, pengiriman bantuan tersebut mengikuti kesepakatan antara negara pemasok dan
negara penerima, serta penetapan harga pada tingkatan 2 dapat dilakukan secara tunai atau
melalui pinjaman maupun hibah jangka panjang berdasarkan kesepakatan bersama dari
negara-negara yang terlibat (APTERR, 2023). Pada program pemanfaatan cadangan beras
darurat ASEAN di tingkatan 3 ini melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang
ditimbun yang dikontribusikan untuk keadaan darurat yang parah dan respon kemanusiaan,
seperti membantu pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kekurangan gizi, untuk
memastikan keamanan pangan di wilayah tersebut (APTERR, 2023). Distribusi yang
dilakukan pada tingkatan 3 ini dapat dilakukan atas dasar permintaan untuk menanggulangi
becana, dapat dilepaskan secara otomatis untuk respon cepat dalam menghadapi bencana,
serta untuk menanggunalngi kemiskinan atas dasar bantuan kemanusiaan (APTERR, 2023).

Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN membantu negara-negara anggota
ASEAN menjaga harga pangan lokal agar tetap terjangkau (AIFS, 2009). Hal ini dapat dilihat
melalui cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yang dapat dipinjam ketika terjadi Kkrisis
harga atau ketidakstabilan pasokan (APTERR, 2023). Dengan menjaga harga tetap stabil
kerangka kerja juga memastikan akses terhadap pangan yang lebih aman bagi masyarakat
khususnya bagi mereka yang ekonominya rentan terhadap perubahan harga pangan, selain itu
kerangka kerja juga mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan,
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gudang penyimpanan, dan fasilitas transportasi yang mendukung distribusi pangan (AIFS,
2009). Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN juga dengan mendorong
perdagangan pangan intra-ASEAN dan mengurangi hambatan perdagangan yang
memungkinkan negara-negara anggota untuk saling bertukar pangan dan hal ini memperluas
jangkauan akses pangan di kawasan, serta memungkinkan distribusi pangan yang lebih cepat
terutama ketika terjadi kekurangan pangan di suatu wilayah (ASEAN, 2012).

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di ASEAN, aspek akses terhadap pangan menjadi
komponen penting dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan (FAO, 2006).
ASEAN melaksanakan berbagai kerja sama yang salah satunya mengatur mekanisme akses
terhadap pangan di kawasan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah cadangan beras
darurat ASEAN plus tiga yang mengatur bagaimana cadangan pangan, khususnya beras,
dapat diakses oleh negara-negara anggota ASEAN beserta negara mitra yang membutuhkan
bantuan pangan. Mekanisme cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu terdapat tiga
tingkatan program yang dirancang untuk memfasilitasi akses pangan tersebut (APTERR,
2023). Selain kerja sama tersebut terdapat kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN
yang berperan dalam mengalokasikan cadangan pangan di ASEAN guna mendukung
terwujudnya ketahanan pangan kawasan ASEAN (AIFS, 2009). Inisiatif-inisiatif ini
mencerminkan komitmen kuat ASEAN dalam menciptakan kawasan yang stabil, damai, dan
saling menghormati, sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi ASEAN. Selain itu,
ASEAN terus berupaya meningkatkan akses pangan bagi seluruh masyarakat di kawasan,
baik dalam situasi normal maupun saat terjadi krisis pangan. (ASEAN, 2024).

B.3. Pemanfaatan Pangan

Untuk mencapai ketahanan pangan, aspek pemanfaatan pangan memiliki peran penting dalam
melihat bagaimana pangan dapat dimanfaatkan (FAO, 2006). Dalam konteks pemanfaatan
pangan, ASEAN mengambil bebrapa langkah dalam kerja sama dan perjanjian regional yang
membahas terkait pemanfaatan pangan (ASEAN, 2008). Pemanfaatan pangan mencakup
bagaimana kemampuan untuk memanfaatkan pangan melalui pola makan yang cukup, akses
terhadap air bersih, kualitas pangan, sanitasi, keamanan pangan, serta perawatan kesehatan
yang memadai guna mencapai kesejahteraan gizi dan memenuhi kebutuhan fisiologis (FAO,
2006). Fokus pemanfaatan pangan yaitu dengan memastikan bahwa, bukan hanya
ketersediaan dan juga akses terhadap pangan saja yang menjadi perhatian untuk dapat
mencapai ketahanan pangan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut dapat dimanfaatkan
secara optimal untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN (FAO,
2006). Fokus pemanfaatan pangan tersebut tercermin dalam beberapa kerja sama dan
perjanjian yang dilakukan ASEAN salah satunya yaitu kerangka kerja ketahanan pangan
terpadu ASEAN (AIFS, 2009).

Kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN tidak hanya berfokus terhadap
ketersediaan dari pangan saja namun juga kerangka kerja ketahanan pangan ASEAN tersebut
menekankan pentingnya keamanan pangan dan kualitas pangan untuk dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat dengan baik (AIFS, 2009). Salah satu pilar dalam kerangka kerja ketahanan
pangan terpadu ASEAN vyaitu adalah penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan
standar keamanan pangan dan penerapan praktik yang sesuai di seluruh rantai pasok pangan
yang ada (FAO, 2023). Hal tersebut termasuk juga dalam memastikan bahwa makanan yang
tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta bebas dari kontaminasi dan penyakit, serta
pangan tersebut mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat
(AIFS, 2009). ASEAN juga mendorong upaya dalam peningkatan gizi masyarakat melalui
program yang dilakukannya untuk dapat meningkatkan pemanfaatan pangan di area kawasan
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ASEAN, dan hal tersebut dapat terlihat dalam laporan yang dimuat oleh ASEAN dalam
kerangka kerja katahanan pangan terpadu (FAO, 2006).

Dalam dimensi pemanfaatan pangan, ASEAN melalui forum kerja samanya, yakni Forum
Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, memiliki peran penting dalam merumuskan
kebijakan yang mendukung peningkatan gizi dan keamanan pangan di kawasan (ASEAN,
2019) Forum ini bekerja sama dengan negara anggota untuk memastikan bahwa seluruh
proses pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi pangan, berlangsung dengan aman dan
memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, forum ini juga berfokus pada
pengembangan produk pangan bernutrisi serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
kualitas pangan yang dihasilkan (Nurwanti, 2010). Pengimplementasian dari forum menteri
pertanian dan kehutanan ASEAN tersebut yaitu dengan berperan dalam mengembangkan
sistem standar keamanan pangan regional, dimana hal tersebut bertujuan untuk dapat
melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman dan meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya keamanan pangan untuk dapat mencapai ketahanan pangan di kawasan
(ASEAN, 2019). Standar tersebut membantu negara-negara anggota ASEAN untuk dapat
mematuhi pedoman internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius yang merupakan
pedoman yang dibuat oleh FAO dan WHO (FAO, 2005). Salah satu standar keamanan
pangan regional oleh forum menteri pertanian dan kehutanan ASEAN tersebut adalah
kebijakan ketahanan pangan yang didalam nya berisi sepuluh prinsip dalam kebijakan
keamanan pangan (ASEAN, 2016).

Kebijakan ketahanan pangan ASEAN merupakan kebijakan yang mengatur strategi dan
prioritas ASEAN dalam memastikan keamanan pangan di seluruh rantai pasok pangan, mulai
dari produksi hingga pemanfaatan atau konsumsi terhadap pangan, yang berperan dalam
menyelaraskan kebijakan keamanan pangan antar negara anggota, sehingga adanya
keseragaman dalam penerapan standar keamanan pangan (ASEAN, 2016). Hal tersebut
dimuat dalam sepuluh prinsip kebijakan keamanan pangan yang berisi, pendekatan trantai
pangan, kerangka kerja analisis risiko sistematis, berbasis sains, peroses penilaian risiko,
tanggung jawab operator bisnis pangan, konsistensi dengan perjanjian ATIGA dan perjanjian
TBT, kesetaraan dan pengakuan bersama, harmonisasi dengan standar internasional, sistem
pencatatan yang andal, penguatan harmonisasi terhadap sistem pengawasan pangan regional
dan nasional serta adanya transparansi (ASEAN, 2016). Dilihat dalam perspektif
pemanfaatan pangan kebijakan, kerja sama, dan kerangka kerja yang telah dibuat ASEAN
merupakan upaya untuk pemanfaatan pangan yang aman, bergizi serta layak untuk
masyarakat ASEAN (FAO, 2006). Hal tersebut di implementasikan oleh ASEAN dalam kerja
sama dan kebijakan yang dimuat dalam

Dimensi pemanfaatan pangan dalam perspektif Peter Hough, melihat bahwa dimensi
pemanfaatan pangan adalah sebuah dimensi yang penting, dikarenakan pemanfaatan pangan
yang mencakup aspek keamanan, nutrisi, dan kualitas pangan (Hough, 2023). Didalam
konteks kerja sama ASEAN kebijakan dan kerja sama yang dilakukan menunjukkan upaya
kolektif dari ASEAN untuk dapat memastikan bahwa pangan tidak hanya tersedia tetapi juga
aman dan bernutrisi bagi masyarakat di kawasan. Terlihat dari kerangka kerja keamanan
pangan terpadu ASEAN yang berfokus pada penyediaan pangan berkualitas melalui distribusi
yang merata. Forum yang dihadiri para menteri pertanian dan kehutanan ASEAN yang
mengoordinasikan kebijakan sektor pertanian untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan
pangan yang berkelanjutan (ASEAN, 2019). Selain itu, kebijakan ketahanan pangan ASEAN
juga memperkuat standar keamanan pangan melalui harmonisasi peraturan, pengawasan
kualitas, dan peningkatan kapasitas di tingkat regional (ASEAN, 2016). Perspektif Peter
Hough, melihat bahwa berbagai kerja sama dan kebijakan ini menunjukkan pendekatan
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holistik ASEAN, dalam mengintegrasikan ke dalam kebijakan pangan regional, sehingga
menciptakan ketahanan pangan yang tidak hanya fokus pada ketersediaan dan akses, tetapi
juga pada aspek kualitas dan manfaat pangan bagi masyarakat (Hough, 2023).

Melalui forum AMAF, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses, distribusi,
dan pemanfaatan pangan. Namun, data indeks menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum
memberikan hasil yang merata di seluruh negara anggota (Nurwanti, 2010). Misalnya,
negara-negara seperti Vietnam (11,4) dan Thailand (10,4) berhasil mempertahankan indeks
rendah, sementara negara-negara lainnya masih menunjukkan kerentanan yang tinggi. Hal ini
mengindikasikan perlunya penguatan pelaksanaan kebijakan secara spesifik di tingkat
nasional, dengan memperhatikan kondisi lokal, peningkatan kapasitas produksi, dan distribusi
pangan yang lebih adil (GHI, 2023). ASEAN juga perlu mendorong pemanfaatan teknologi
pertanian dan pendekatan berbasis keberlanjutan untuk memastikan kerangka kerja keamanan
pangan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan secara keseluruhan.

B.4. Stabilitas Pangan

Untuk dapat mencapai ketahanan pangan diperlukan adanya stabilitas akan pangan, yang
mana dimensi Stabilitas Pangan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam terpenuhinya
ketahanan pangan (FAO, 2006). Stabilitas Pangan yaitu memastikan ketersediaan dan akses
terhadap pangan yang stabil dan aman, sehingga setiap individu dapat memiliki akses
memadai setiap saat (FAO, 2006). Dimensi stabilitas pangan ini berfokus kepada
ketersediaan pangan yang stabil dan aman, dalam menghadapi guncangan eksternal seperti
bencana alam, perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, atau harga pangan. Stabilitas Pangan
menyatakan bahwasanya ketersediaan pangan harus dipertahankan tidak hanya dalam kondisi
normal tetapi juga ketika dalam kondisi tidak menentu (FAO, 2006).

Stabilitas pangan menjadi dimensi penting bagi ASEAN, untuk mencapai ketahanan pangan
di kawasan. Hal ini mendorong ASEAN untuk menginisiasi berbagai kerja sama dan
perjanjian yang berfokus pada stabilitas pangan (FAO, 2006). Salah satu inisiatif utama
ASEAN dalam hal ini adalah perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN, yang berperan
sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pangan di kawasan ASEAN (ASEAN,
1979). Untuk memastikan ketersediaan pangan di kawasan, perjanjian tersebut menetapkan
cadangan pangan darurat berupa beras yang dapat diakses langsung oleh negara-negara
anggota ASEAN saat menghadapi situasi kekurangan pangan akut, seperti bencana alam atau
krisis pangan. Perjanjian ini juga menjadi bentuk implementasi ASEAN dalam menjamin
ketersediaan stok pangan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat (ASEAN, 1979).

Untuk menjaga stabilitas pangan di kawasan, ASEAN mengembangkannya menjadi
cadangan beras darurat ASEAN plus tiga untuk memperkuat stabilitas pangan, dengan
melibatkan tiga negara mitra ASEAN diantaranya yaitu, China, Jepang, dan Korea Selatan
(ASEAN, 2024). Kerja sama tersebut dirancang untuk menyediakan cadangan beras regional
seperti perjanjian sebelumnya namun dalam skala yang lebih besar dengan mekanisme
distribusi yang jauh lebih cepat serta efisiensi, ketika negara-negara anggota mengalami
permasalahan dalam pangan seperti bencana alam, konflik, ataupun krisis ekonomi dapat
mengakses cadangan beras tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan darurat negara
nya (APTERR, 2023). Cadangan beras darurat ASEAN plus tiga menjadi sistem yang
membantu ASEAN dalam menjaga stabilitas dan menyediakan struktur yang lebih tangguh
untuk menangani ketidakpastian dan ancaman ketahanan pangan di masa depan (ASEAN,
2011).

18



Stabilitas pangan tersebut dapat dilihat dalam laporan ASEAN yang dimuat dalam prospek
komoditas pertanian ASEAN yang menyebutkan bahwa perkirakan pasokan beras di ASEAN
diprediksi naik 8,19 juta ton atau 4,90 persen dari 167,14 juta ton pada 2024, menjadi 175,33
juta ton pada 2025 beras giling (AFSIS, 2024). Adanya peningkatan pasokan jagung ASEAN
pada tahun 2025 disebabkan oleh peningkatan stok awal, produksi, dan impor. Pasokan
tersebut diperkirakan meningkat sebesar 3,16 juta ton, atau sekitar 4,96 persen dari 63,66 juta
ton pada tahun 2024, menjadi sekitar 66,82 juta ton pada tahun 2025. Hal ini juga di ikuti
oleh pasokan kedelai ASEAN menunjukkan peningkatan dari 10,00 juta ton pada tahun 2024,
menjadi 10,37 juta ton pada tahun 2025, yang mana hal tersebut meningkat 0,37 juta ton atau
3,70 persen (AFSIS, 2024). Selain itu dalam laporan ASEAN tersebut juga memperkirakan
bahwa, pasokan singkong ASEAN menunjukkan peningkatan dari 92,87 juta ton pada tahun
2024, menjadi sekitar 97,19 juta ton pada tahun 2025, yang mana hal tersebut meningkat 4,32
juta ton atau sekitar 4,65 persen (AFSIS, 2024). Namun dalam laporan yang dimuat dalam
prospek komoditas pertanian ASEAN memperkirakan bahwasanya akan terjadi penurunan
pasokan akan gula sekitar 0,98 juta ton atau 2,51 persen, dari yang sebelumnya 39,05 juta ton
pada tahun 2024, menjadi sekitar 38,07 juta ton pada tahun 2025 (AFSIS, 2024).

ASEAN telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan
kawasan, salah satunya melalui perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN yang
kemudian dikembangkan menjadi cadangan beras darurat ASEAN plus tiga negara mitra
(APTERR, 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dengan menciptakan
cadangan beras yang siap digunakan dalam situasi krisis (FAO, 2006). Melalui kerja sama
yang melibatkan negara mitra tersebut ASEAN berkomitmen untuk mengantisipasi potensi
krisis pangan dan memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau bagi seluruh negara
anggota (APTERR, 2023). Inisiatif ini bukan hanya respons jangka pendek terhadap
ketidakpastian pangan global, tetapi juga langkah strategis untuk menghadapi tantangan
ketahanan pangan di masa depan. Dengan adanya perjanjian ini, ASEAN menunjukkan
keseriusannya dalam membangun sistem ketahanan pangan di kawasan regional yang
berkelanjutan, serta melindungi kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat solidaritas dan
kerja sama di kawasan untuk mencapai keamanan pangan jangka panjang (Kozono, Yamada,
& Diyanah, 2023).

Stabilitas pangan, menurut Simon Maxwell dan Rachel Slater, menekankan pentingnya
memastikan ketersediaan pangan secara konsisten, baik dari sisi pasokan maupun akses,
terlepas dari guncangan seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Maxwell & Slater, 2003).
Perspektif ini sejalan dengan kebijakan dan kerja sama yang telah diinisiasi oleh ASEAN,
yang mencerminkan upaya kolektif untuk menjamin stabilitas pangan di tingkat regional.
Langkah-langkah yang dilakukan ASEAN, seperti pembentukan cadangan pangan regional
melalui APTERR dan penerapan kerangka kerja keamanan pangan terpadu, dapat dilihat
sebagai pendekatan berkelanjutan untuk memastikan kecukupan pangan baik dalam situasi
normal maupun saat terjadi krisis. Maxwell dan Slater juga menekankan bahwa stabilitas
pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fisik pangan, tetapi juga pada akses yang
adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ASEAN yang berfokus pada
harmonisasi regulasi, fasilitasi perdagangan, dan peningkatan kapasitas produksi lokal
mencerminkan implementasi nyata dari prinsip stabilitas pangan yang berorientasi jangka
panjang. (Maxwell & Slater, 2003).

KESIMPULAN

ASEAN menghadapi tantangan serius dalam memenuhi ketahanan pangan akibat pemanasan
global, perubahan iklim, dan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kerentanan
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pangan. Isu ketahanan pangan telah menjadi perhatian sejak berdirinya ASEAN, yang
diperkuat melalui berbagai inisiatif regional. Piagam ASEAN yang disahkan pada 2008
menjadi landasan utama dalam menjalankan kerja sama regional dan internasional, termasuk
mendukung Deklarasi Bali | tahun 1976 yang ditandatangani oleh lima negara pendiri
ASEAN. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penguatan solidaritas antarnegara anggota untuk
menjaga keamanan regional, yang kemudian diwujudkan melalui forum AMAF (ASEAN
Ministers on Agriculture and Forestry). Forum ini mendorong pembentukan Perjanjian
Cadangan Keamanan Pangan ASEAN pada 1979 untuk menjaga ketersediaan beras di
kawasan, diikuti pada 2011 oleh program cadangan beras darurat ASEAN Plus Three yang
melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan, dengan fokus pada peningkatan volume
cadangan serta pengaturan distribusinya. Selain itu, ASEAN juga meluncurkan kerangka
kerja keamanan pangan terpadu pada 2009 untuk mengintegrasikan kebijakan pangan serta
memastikan stabilitas pangan regional.

Namun, meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, ketahanan pangan ASEAN belum
mencapai hasil yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di
kawasan ini masih belum dapat menikmati manfaat dari program ketahanan pangan yang
dibuat ASEAN. Banyak negara anggota masih berada dalam zona rawan pangan dan
menghadapi kelaparan, menandakan bahwa kebijakan dan kerja sama regional belum
sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan. Untuk memperkuat
ketahanan pangan di kawasan, diperlukan analisis lebih mendalam terkait distribusi pangan,
kendala implementasi program, serta perbedaan kebijakan antarnegara ASEAN. Selain itu,
penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi peran negara mitra, seperti kontribusi
China, Jepang, dan Korea Selatan, serta peran organisasi internasional dalam mendukung
negara anggota ASEAN untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
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